
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tinduk Pldana koru psi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia 'l'ahun 2002 Nomor 137, Tarnhahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4250) sebagalmana tclah diubah 
beberapa knll, tcrakhir dcngan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2019 tentang Peruhahan Kedua atas Undang-Undang Nornor 30 
T'ahun 2002 tentang Komlsl Pembcrantasan Tindak Pidana Korupsi 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, 
rambahan Lcmbaran Negara Republili Indonesia Nornor 6409)i 

1. Unda..ng-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pcmbcntukan 
Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I 
Bali, Nusa Tcnggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran 
Negara Rcpu blik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tnmbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 1 nSS); 

Menglngal 

c. bahwa berdasarkan pcrtirnbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b pcrlu mcnetapkan Perat urau nup1-Jt.i tenlang 
Pedoman Pengendalian Gratlflkasl dl Lingkungan Pcrnerintah 
Daerah; 

b. bahwa Peraturan Bupati Klungkung Nomor 13 Tahun 2017 tentang 
PcngendaJian Gratifikasi sudah tidak scsuai dengan kebutuhan 
dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diganti; 

Menimhang: a. bahwa dalam rangka pcnyclcnggaraan kepemerintahan yang baik, 
bersih dan bcbas dari korupsi, kolusi dan nepotisrne di Lingkungan 
Pemcrintah Kabupaten Daerah, scrta mcngupayakan pengendalian 
Gratiflkasi pegawai dalam menjalankan tugas dan Iungsi secara 
sungguh sung uh dan pen uh tanggung jawab; 

BUPATI KLUNOKUNG, 

lJENGAN Rl\.HMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PEDOMAN PENGENDALlAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAll DAERAH 

TENTANG 

PF:Rt\TURAN DUPATI KLUNCrKUNG 
NOMOR 19 TA.HUN 2021 

BUPATI KLUNGk.LlNG 
PROVINS! BALI 



11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 20 lg 
tcnrang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 1438); 

l 0. Pcratu ran Menteri Pernberdavaan Aparatur Negara dun l<eform:-1si 
Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 ten tang Pedoman Pcmbangunan 
Zona Integritas Menujn Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah 
DI rokrasi Bersih dun Mt:1;1_yaui di Li ngku ng,n1 
Kernenteriarr/Lembaga dan Pemcrintah Daerah (Derita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813); 

q_ Peraturan Prcsidcn Nomor 54 Tuhun 2018 tentang Strategi 
Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 20] 8 Nomor 108); 

8. Pcraturan Pernerintah Nomor 12 'rahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pernerintah Daerah (Lembaran 
Negara Rcpublik Jndonesla Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lcmbaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 6041 ); 

7. Peraturan Pcmerintah Numor 5~ Tahun 2010 tcntang Disiplln 
Pcgawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5153); 

6. Pcraturan Pem~rintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistern 
Pcngendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Repuhlik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4890); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta K~r:iH 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 6573); 

4. Undang-Undang Nomor :i Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
6, Tarnbahan Lernharan Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5494); 

3. Urulang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pemerintahan 
I iacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun '.2014 Nomor 
'.2'.24, 'l'ambahan Lembaran Negara Republl« Indonesia Nomor 5597} 
sebagairnana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang 
Undang Nornor () 'I'ahun 2015 tentang Perubahnn Kcrlua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahuu 2014 tentang Pemcrintahan 
Ducrah (Lcmbaran Negara kcpublik Indonesia Tahun 2015 Nor nor 
58, 'I'ambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



Dalam Pcraturan Buputi ini yang dimaksud dengan: 
l. Daerah adalah Kabupatcn Klungkung. 
2. Pcmcrintah Daerah adalah Pemel'intah Kabupaten Klungkung. 
3. Bupati adalah Bupati Klungkung, 
4. Wakil Bupau adulah Wald I Hupati Klungkung. 
5. Sekrct .. aris DAf':rFJh adalah Sckrctarts Daerah Kabupnten Klungkung, 
6. Pejabat/Pegawai Kabupatcn Klungkung yang selanjutnya disebut 

Pejabat/Pegawai adalah Bupati Klungkung, Wakil Bupati Klungkung Aparatur 
Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara, Dewan Pengawas Badan Usaha Milik 
Dacrah, Direksi Badan Usaha Milik Dacrah, Pcgawai Badan Usaha Milik 
Daerah dan Peg~1wAi yang hekerja untuk clan atas nama Pernerintah Kabupaten 
Klungkung. 

7. Komisi Pcmbcrantasan Korupsi yang selanjutnya disingkal KPJ adalah 
lembaga negara yang Indcpcndcn dengan tugas dan wewenang mclakukan 
pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dibentuk bcrdasarkan Undang 
Undung Nomor 30 Ta.hun 2002 tentang Komisi Pernbcrantasan 'rindak Pidana 
Korupsi. 

8. Perangkar nAe:ri:ih adalah Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung. 
q_ Badan Usaha Milik Daerah yi:111g selanjutnya disingkat BUMU adalah Badan 

Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh Pcmcrintah Daerah. 
10. Inspektorat adalah Pcrangknt Daerah yang merupakan unaur penguwas 

penyclenggaraan Pemerintahan Daerah. 
11. Unit Pelaksana Teknis yang sclanju tnya dlsingkat UPT adalah Unsur pclaksana 

tugas tcknia pada Dinas dan Badan. 
12. Gratifikasi adalah pcmbcriun dutam arti luas, yakni uang, barang, rabat 

(discount), komisi, pinjarnan tanpa bunga, tiket pcrjalanan, fasilitas 
penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-curna, dan fasilitas lainnya, 
baik yang diterima di dalam nege1i rnaupun di luar negeri, yang dllakukan 
dcngan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. 

13. Penzendalian Gratifikasi adalah suat.u sistcm yang bertuiuan untuk 
mengendalikan penerimaan gratifi.kasi sccara transparan dan akuntabel 
melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan 
pernerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingku ngan 
Pengendalian Gratifikasi. 

14. Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Klungkung yang selanjutnya 
disingkat UPn ndalah unit kerja yang bertanggungiawab uni uk mcnjalankan 
Iungsi Pengendalian Oratifikasi dilingkungan Pcrnerintah Daerah, 

15. Pernberi adalah para pihak balk perseorangan, sckelompok orang, badan 
hukum atau lembaga yang mernbcrikan Gratifikasi kepada pencrima 
G ratifikasi. 

BAB! 
KRT~NTUAN UMUM 

rasal 1 

GRATIF'TKART DJ LINGKUNGAN PEMERINTAII DARRAH. 
UUPA'rt TENTANG P~DOMAN PENG• NDALIAN PRRATURAN Mcnetapkan 

MEMUTUSKAN : 



Pas~I 2 

( 1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikun pedoman kepada 
Pejabat/Pegawai dalarn memahami, mengendalikan dan mcngelola Gratifikasi di 
Iingkungan Pcmerintah Daerah. 

(2) Pcraturan Bupati ini bertujuan: 
a. meningkatkan pengetahuan dan pemaharnan Pejabat/Pegawai tcntang 

Gratifikasi: 
b. mcningkatkan keputuhan Pejabat/Pegawni terhadap kctcntuan Grarifiknsi: 
c. mcnciptakan Iingkungan kerja dan budaya kerja yang tranaparan dan 

akuntabcl di lingkungan Pemerintah Daerah; 
d. membangun integritas Pc.j:ihat./Pegawai yang bcrsih dan bebas dart korupsi, 

kolusi dan ncpotisme; dan 
e. meningkatkan krcdibilitas dun kcpcrcayaan publik atas penyelenggaraan 

layanan di Pemerintah Daerah. 

BAHU 
MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP 

nc.i.ginn Kcsaru 
Maksud Dan Tujuan 

16. Formulir Pclaporan Cratifikasi adaluh lernbar isian yang ditetapkan oleh KPK 
dularn bcntuk elcktronik atau non elekt.ronlk untuk melaporkan Penerimaau 
Grntifiknsi. 

17. Pclapor Gratilikusi yung selanjutnya disebut Pclapor adalah Pcnyelenggaru 
Negarn/Pegawai Negerl yang rnenerima/ rnenolak Gratifikasi yang 
mcnyarnpaikan laporan kepuda KPK ntau melalui UPG. 

18. Pegawui Ncgcri Sipil yang selanjutnya disingkan PN8 adalah Pegawa Negeri 
Sipil di LI ngku nga n Pcmerintah Due rah. 

19. Penyelenggnm Negara adalah Pejabnt Nr.~nrn yang menjalankun fu np;si 
cksekutif, legislatif, atau yudikatit, dan pejabat lain yang fu ngai clan tugas 
pokoknya berkaitan dcngan penyelenggaraan ncgara sesuai dengan ketentuan 
Pe rat u ran Perundang-undangan. 

20. Konflik kepentingan adalah kondisi dari I'cjabat/Pegawai yang patut diduga 
rnemiliki kepentingan pribadi dan dapat mempengaruhi pclaksanaan tugas 
atau kewenangannya secara tidak patut. 

21. Kedinasan adalah scluruh aktivitas resmi Pcjabat/Pegawai dalam pclaksanaan 
tugas, fungsi dan jabatannva, 

22. Bcrlaku umum adalah suatu koridisi bent.uk pemberian yang diberlakukan 
sama dalarn hal jenis, bent.uk, pcrsyaratan atau ntlai untuk scmua pcscrta dan 
rnemenuhl prlnsip kcwajaran. 

23. Rckan kcrja adalah sesarna pegawai di Iingkungan internal instansi di mana 
terdupat intcraksi langsung terkait kedlnasan, 

24. Kurs Tr-ngah Bank Indonesia adalah nilai tukar valuta asing dcngan mata uang 
kupiah yang didapatkan dari rata-rata kur« juul dan kurs beli ( 
K tt - Ten qc]: = Kur.s. 'u !·Kut" .... ) pada hari tcrtcntu. 



BAB TTJ 
Ruginn K~sBI u 

Pelaporan Dan Penetapan Status Gratiflkasi 
Pasal 4 

(1) Setiap pejabat /pegawai wajib melaporkan penerimaan dan/atau penolakan 
Gn1t ilik;;isi .:il.;;is peruberlan yang berhubungan dengan jabutan dnn berlawanun 
dcngan kcwajiban atau tugasnya. 

(2) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan 
terhadap jenis Gratiflkasi sebagai berikut: 
a. pemberian dalam kcluarga yaltu kakek/nenek, bapak/ibu/mcrtua, 

suami /istri, anak/rncnantu, anak angkal/wali yang sah, cucu, besa.n, 
paman/bibi, kakakyadtky ipar, sepupu dan keponakan, scpanjang tidak 
tP.rn~p~t konnik kepentingan: 

(2) Setiap Pejabar/Pegawai dilarang memberikan Gratifikasi kepada PNS atau 
Penyelenggara Negara lalnnya yang berhubungan dcngan jabatan dan 
berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. 

( 1) Sctiap Pejabat/Pegawai wajib menolak Gral lflk asi yang diketahui sejak awal 
bernubungan dcngan jabatannya dan bcrlawanan dengan kewajiban atau 
tugasnya, meliputi Gratifikasi yang diterirna: 
a. terkalt dengan pemberian layanan pada masyarakat diluar penerimnan yang 

sah; 
b. terkait dengan tugas dalam proses pcnyu sunan anggaran diluar penerimaan 

yang sah; 
c. terkait dcngan tugas dalam proses perneriksaan, audit, monitoring dan 

evaluasi diluar pcncrimaan yang sah: 
d. tcrkait dcng .. ui pelaksunuun perjalanan dinas diluar pencrimaan yang 

sal1/resmi dari Pcmcrintah Daerah; 
e. dalarn proses penerimaan/promosi/rnutasi pcgawai; 
f. dalam proses kumunikasi, negosiasi dan pclaksanaan kegiatan dengan pihak 

lain terkait dcngan pclaksanaan tugas dan kewenangannya; 
g. scbagat akibat dari perlanjlan kerjasama/ kontrak/ kesepakatan dcngan 

plhak lain; 
h. sebagai ungkapan terima kasih scbclum, sclama atau sctclah proses 

Pengadaan Barang dan Jasa; 
i. merupakan hadiah atau souvenir bagi pcgawai/pcngawas/tamu sclama 

kunjungan dinas; 
j. merupakan fasilitae entertainment, fasilitas wisata, voucher olch 

Pf'jH ha I/ Pegawai OR I Rm kegiatan yRng tcrkait dcngan pclaksanaan tu gas dan 
kewajibannya dengan pernberi Gratifikasi yang tidak rclcvan dcngan 
pcnugasan yang dit.crima; 

k. dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku 
kewenangan; dan 

1. dalam pclaksanaan pckcrjaan yang tcrkait dcnganjabatan dan bcrtcntangan 
dcngan kcwaiiban / tugas Pejabat / Pegawai. 

Pasal 3 

Bagian Ked ua 
Prinsip 



b. keuntungan atau bunga dari penempnrnn rlnnn, irrv~i-.;ta~i utuu kepernilikan 
saham pribadi yang berlaku umum; 

c. manfaat dart koperasi, organisasi kcpcgawaian atau organ isasi yang scienis 
berdasarkan keanggotaan, yang berlaku umum; 

d. perangkat 8t8U perlengkn p:1 n yn ng rl i herikn n kepudu pt'sPr(u duh. rrr kt'~iulun 
kedinasan seperti seminar, workshop, konfcrcnsl, pclatlhan, atau kegiatan 
Al"'je:niA, yAng bcrl aku umum; 

c. hadiah tidak dalam bcntuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan 
sel)agai alat promosi atau soeialisasi yang menggunakan logo atau pcsan 
soslaltsast, sepanjang tidak merniliki konflik kepentingan dan berlaku 
umum; 

f. hndiah, apresiasi atau penghargaan dari ke] u1::u·a1::U1, perlornbaan HI.Hu 
kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan 
kcdinasan; 

g. pcnghargaan baik bcrupa uang atau barang y .. mg ada kaitannya dcng .. in 
peningkatan prestasi ker]a yang diberikan oleh pernerintah sesuai dengan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

h. hadiah Iangsungyundian, diskon z rabat, voucher, point rewards, atau 
suvenir yang berlaku umum dan lidak terkait kedinasan; 

i. kompensasi atau honor atas profesi diluar kegiatan kedinasan yang tidak 
tcrkait dcngan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat kon llik 
kepenungan dan tidak rnelanggar peraturan/ kode etlk pegawai/ pejabat yang 
hersangku I i"J n; 

j. kompensasi yang ditcrima tcrkait kcgiatan kcdinasan seperti honorarium, 
transportasi, akomodasi dan pernbiayaan yang telah dilt<:IHpkHrr rlala m 
standar biaya yang bcrlaku di inatansi penerima Gratifikaai sepanjang tidak 
tcrdapat pcmbiayaan ganda, tidak terdapat konllik benturan kepentingan, 
dan tidak mclanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima; 

k. karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti 
pertunangan, pernikahan, kclahiran, kcmatian, akikah, baptis, khitanan, 
potong gigi, atau upacara H<IHI/HgHrnA lainnya, pisah sarnbut, pcnsiun, 
promosi jabalan; 

l. pemberian terkait dengan pertunangan, pcrnikahan, kclahiran, akikah, 
baptis, khitanan, po tong gigi, atau upacara adar / ag:nrn~ lainnya dengan 
batasan nilal sebesar Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pemberi; 

m. pemberian terkait dengan musibah alau bencana yang dialami oleh diri 
penerima Gratifikasi, auami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau 
menanru penerima Gratifikasi scpanjang tidak terdapat konllik kepentingan, 
dan mcmcnuhi kewaiaran atau kepatutan; 

n. pcrnbcrian sesama rekan kerja dalam rnngkn pisah samhut, pen siun, mutasi 
jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar 
lainnya paling banyak seni11::ti Rp300.000,00 (I ie;:r r;:rl11s rih11 rnpi::ih) sF.tiap 
rwmberian per on:U1g, dengan total pemb~rlr1n tidak mclcbihi Rp 
1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam l (satu) tahun dari pembr.ri yang 
san1a, scpan.ia.ng tidak tcrdapat konnik kepentingan; 

o. pe111berian sesarnu rekun ke1:ja yang tidak dalam bcntuk uang atau alat tukar 
lainnyn, dan tlda.k terkait kedinasan paling banyak se.nll~l Rp200.000,00 
(dua ratus ribu rupiah) s~tiap pemberian per orang, dengan total pcmberian 
tidak melehihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) <lalrun l (satu) tahun dari 
pernberi yang i::~ma; 

p. pr.mbcrian bcrupa hidangan ntuu sujiun yung ucrlak.u umum; dan 
q. pcmberian cendera rnata/ plukat kcpada instansi dalarn nmgku hulJungan 

kedinw:;uu cta11 kenegaraan, baik di dalarn ncgcri maupun luar negeri 
scpanjang tidak dibedknn untuk indiviciu PNS alau penyelenggara ncgara. 



Bagian Ked ua 
'Pindak Lnnjut Pelnporan nrn1 iriki=i~i 

Pasal 7 

( 1) Pcnctapan status kepemilikun Gratilikasi ditetapkun oleh KPK berupu: 
a. Gratifikasi milik penerima; atau 
b. Gratifikasi milik Negara. 

(2) Terhadap Gratifikasi yang Lelah dilelapkan berstatus milik negara, UPG 
menindaklanjuti dengan hal hal sebagai berikut: 

.1. apabila pclaporan Gm1.ifik:1si tclah discrtai dcngan pcnycrahan uang 
dan/atau barang, maka UPU berkoordinasi kepada KPK agar uang 
dan/atau barang tersebut disalurkan sesuai dengHn ketent.uHn Perat.urHn 
Perundang-undHngan; 

Pasal 6 

( 1) Pelaporan Gratifikasi scbagalmana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( l) dilakukan 
dengan cara: 
u. dlsampaikan kcpada KPK puling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja scjak 

nrntifiko.sl diterima/ ditolak; atau 
b. disampaikan kepada KPK rnelalui UPG dalarn jangka waktu puling lama 10 

[sepuluh] hari kcrja scjak Gratlfikasi diterima/ ditolak. 
(2) UPO sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a wajlb merieruskan laporan 

Gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling lama 1 o [scpulu h] hari kerja sejak 
tunggul Iuporan Cratitikasi ditcrima. 

(~) l.npornn Urutihkmn scbagairnana dimaksud pada ayat (1) dianggap lengkap 
apabila aekurang-kurangnya memuat: 
a. identitas Pelapor berupa Numur Induk Kcpendudukan, nama, alamat 

leugkap, dan nornor telepon: 
b. informasi pemberi Gratifikasi; 
c. jabatan Pclapor Oratlflkasi; 
d. tempat don waktu penerimaan Gratifikasi; 
e. uraian jenis Gratifikasi yang cl nerunu/ diloluk; 
r, nilai Gratiflkasi yang ditcrima/ ditolak: 
g. kronologis peristiwa pcncrimaan / penolakan Gratlfikasi; dan 
h. bukli, dokumen, atau data pendukung terkait lapnran nrntifikasi. 

(4) Laporan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk 
tcrtu lis, surat elektronik, atau upllkas! sesuai dengan mekanisme yang berlaku. 

(S) Mekantsme pelnpornn s~lm?,nimunu dimaksud pada avat (4) dilaksanakan 
sesuat pedornan pelaporan Gratifikaai KPK. 

Pasnl 5 

(1) Dalam hal pcncrimaan Gratifikasl sebugaimana dirnaksud daiam Pasal 4, 
huknn dulurn bcntuk uang, pcnerimaan tersebut Lliliilu11g berdasarkan harga 
pasar pada saat pem beriun. 

(2) Dalam hal pencrunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam bentuk 
v;-1l1JIH Hsing, penerimaan tcrsebnt dibitung berdasarknn Kuns Tengan Valuta 
Bank Indonesia pudu tanggal pencrimaan. 

(~) Dalam hal Pejabat./Pegawai menerima Grn1 lfikusi yang tidak dapat ditolak 
sebagairnana dimaksud padaayat (1) berupa uiukunan darr/atau mlnuman yang 
mudah busuk atuu rusuk, penerima Gratifikasi wajih menyamparkannya kepada 
UPG untuk selanjurnya disalurkan sebagai banruan sosial. 



Pusul 9 

(1) Unluk menjalankan fungsi koordinasi pclaporan Gratifikasi Ketua UPn i=i1.A~ 
nama L-iupi=it.i meminta Hatu orang pcgawai pada Pcrangkat Dacrah yang akan 
bertugas melakukan sosialisasi gratifikasi dan I atau mclaporkan kegiatan dun 
yang bcrindikasi Orattflkasl di Pc.r.1ngkat I >ac,·ah n1a!iiin~-rna:5ir1~. . . . 

(2) P~nP.tnpnn drm rincisn rugas pegawai yang bertugas melakukan sosiallsasi 
Gratifikasi dan/ atau mclaporkan kcgiatan dan yang bcrindikasi Gratifikc1si di 
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
keputusan Bupati. 

(4) 
(3) 

Pasal 8 

Dalam rangka mclaksanakan program pengendalian Oratlflkasi dibcntuk UPG. 
Susunan keanggotaan UPC scbagaimana dimaksud pads ayat (I), tcrdiri dari: 
a. I >ernblna ; Bupati 
b. Penga rnl1 : Sekretaris Daerah 
c. Ketua : Inspektur DHP.rn h 
d. Sekretaris : Sekretaris lnspcktorat Dacrah 
r.. AnggotH ; Inspcktur Pcmbantu Wilayah, Auditor, Pejabat Pcngawasan 

Urusan Pemerintah di Daerah ( -'2Ul-'IJ) pada rnspcktorat Daerah, 
Pejabat Rselon III/IV di sctiap Pcrangkat Dacrah/Bagtan/Uf'T 

Untuk membantu pclaksanaan tugas UPG dibentuk Sekretariat UPG yang 
dipimpin oleh sekretaris UPG. 
Su su nari Kanggotaan UPC1 d a n Sekrot.ar iat UPG scbagairnana dirnaksutl pada. 
ayar (2) dan ayat (31 d ttetapkan dengan Keputusan Bupati. 

( 1) 
(2) 

BABIV 
UNIT PENGEND/\LIAN GRATIFIKJ\Sl 

I lagian Kesatu 
Susunan Organisasi 

b. apabila pelaporan Gratifikasi tidak disertai dengan penyerahan uang 
dan/atau barang, rnakn pelapor wajih menyampaikun Gratiflkasi secara 
langsung kepuda KPK atau melalui UPG; dan 

c. penyerahan Gralifikasi scbagaimana dimaksud pad a huruf b, scpenu hnya 
merupakan kcwajiban pelapor dan waiib disampaikan paling lambat 7 
(tujuh) hari kerja scjak dlterima sure; Keputusan Penetapan Kepernilikan 
Grahtikasi old, pelapor, 

(~) Terhadap Grntifikasl yang telnh dltetapkan herstatus milik penerima. lJPG 
mentndnklnnjuti dcngan hul hal sr.lx=ig;1i l>~rikut: 

H. apablla pelaporan tclnh disertai dcngan penyerahau 11;u1g danyatau baning. 
maka UPG berkoordinasi dengan pclapor untuk dapat rnengambll kernbali 
uang dan Zarau barang di kantor UPC atau kantor KPK dcngan membawa 
buktl Surat Kcputusan Pcnctapan Kepemilikan Gratitikasi; clan 

b. apabila pclaporan tidak discrtai rlengan penyerah .. in uang dan /utau barang, 
maka UPC menyampaikan kepada pelapor perihal status kepemilikan 
Cratiflkasi bahwa uang dari/atau harang tcrscbui dapat dimanfaatkan oleh 
pclapor. 

(4) Apahila rn=tng dun/utau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a 
tidak diamhil oleh pclapor dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak 
Gratitikasi ditetapkan milik pencrima, objek Gratiflkasi uiscrankan kepada 
Negara untuk kemanfaatan publik sctclah diinformaeikan kepada pclapor 
secara patut. 

(5) Tcrhadap Gratifikasi yang bcrstatus milik ncgara, UPG berkoordinnsi dengan 
KPK. 



Pasal 14 

( I) Kepala Perangkat Daerah bertanggungiawab atas pelaksanaan pengendalian 
Gratifikasi di Perangkat Duerah. 

(2) Inspektur Daerah bcrtanggung jawab alas pengawasan pclaksanaan 
pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah naerah. 

(3) Inspektur Daerah melaporkan hasil pP.ngHwHsHn sebagairnana dimaksud pada 
HyM. (2) kepada 13upati. 

Pnsal 13 

(I) Pejabat /Pegawai atau pihak ketiga yang mengctahui adanya pelanggaran 
terhadap Peratu ran Bu pati irii, agar segera melaporkan kepada UPC secara 
Iangsung atau melului pos/e-mail sekretartat UPG. 

(2) Pejabat/Pegawai atau plhak kctiga yang melapor sebagaimana dimaksud pada 
ayal (1) dljamln kerahasiaannya. 

lJABV 
PENGAWASAN 

Tata Cara Pclaksanaan Wcwcnang UPG scbagairnana dimaksud dalam Pasal 11 
ditetapkan dalam pelunjuk tekrris lnspektur Daerah selaku ketua UPG. 

Pasal 11 

Terhadap gratifikasi yang ditetapkan KPK dikelola oleh Pernerintah Daerah, UPG 
bcrwcnang mcncntukan pemanfaatannya scsuai rekomendasi KPK yang meliputi: 
a. dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan pcnyelcnggaraan 

Pemerintah Daerah; 
b. disumbangkan kepada yayasan sostal atau lembaga sosial lainnya; 
c. dikembalikan kepada pernberi grattukasi; 
d. dlkernballkan keparla penerirna gratiflkasi; atau 
c. dimusnahkan. 

U PG mernpunyai tugas berupa: 
a. rncncrima, mcnganalisis, dan mcngadrninistrasikan Iaporan penerimaan 

Gratifikasi dart PeJabat/Pegawal atau pejabat pubinc Ialnnya: 
b. rnenerima dan mengadministrasikan laporan pcnotakan Cratifikaai, dalam hal 

Pcjabat/Pegawai atau pcjahat puhlil lainnya mclaporkan pcnolakan 
Gratifi kasi; 

c. mcncruskan laporan pcncrimaan Gratifikasi kcpada KPK; 
d. melaporkan rekupltulasl laporan penerimaan dan penolukan Gro.tlflko.sl kepada 

KPK; 
e. rnenyarnpaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolukan 

Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi kcpada pimpinan 
instansi masing-masing; 

f. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan 
eksternal instansi pemerintahan, BUMN, dun BUMD; 

g. melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dcngan adanya pcnctapan 
status barang tersebut; dan 

h , melakukan pcmantauan dan cvaluasi dalam rangka pengeridalian Gratifikasi. 

Dugiun Kedua 
Tugas dan Wewcnang UPC 

i-asal 10 



Pasal 18 
Pejabal / Pegawai yang ruemaluhi ketenluan pengendalian Gralifikasi dapal 
diperhitungkan menjadi faktor penarnbah dalam penilaian kinerja, 
Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan 
pertirnbangan dalam kebijakan promosi pegawai atau insentif. 

(1) 

(2) 

Pasal 17 
Perllndungan scbagaimana dimaksud dalam Pasal JG h u ruf c, lerdiri dari: 
(1) Pclapor Gratiflkasi berhak mcndapatkan perlindungan hukum, yaitu: 

a. perlindungan dari tindakan balasan atau pcrlakuan yang bersifat 
adrninistratif kcpegawaian yang tiduk objektif dan merugikan pclapor, 
narnun tidak terbatas pada penurunan peringkat jabatan, penurunan 
penilaiun kinerja pegawai, usulan pemindahan tugas/mutasi atau 
hambatan karir Iainnya; 

b. pemindantugasan/rnutasl bogi pelapor dalam hal timbul intirnidasi alau 
ancaman fisik; 

c. bantuan hukurn sesuai dengan kctcntuan yang berlaku di lingkungan 
Pernerintah Daerah; dan 

cl. kerahasiuan identitas. 
(2) Setiap Pejabat pada Pernerintah DaP.ralt wc-tjilJ mernberikan perlindungan 

terhadap Peiabat/ Pegawai yang mcnyampaikan la poran gratifikasi 
sebagaimana dimaksud pada avat (1). 

(3) Setlap Pelabat pada Pemerintah Dacrah dilarnng memheri pertakuan 
dtskriminatif atau tlndakan yang merugikan Pejabat/Pegawai karcna 
mclaporkan Grutifikasi. 

(4) Dalam hal terdapat ancaman fisik dan/atau psikis kepada Pej::ilmt.f Pegawai 
karcna mclaporkan gratilikasi, Peiabat/Pegawai dapat meminta perlindungan 
kcpada LPSK atau intansi lain yang berwenang berdasarkan Peraturan 
Perundang-Undangan yang bcrlaku. 

(fi) Pclapor mcnyampuikan permohonun secant tertulis kepada Bupati melalui 
Kel.ua UPG dengan ditemhuskan kepada KPK. 

Pasal 16 
Pclapor yang beritikad batk berhak untuk: 
a. rnemperoleh pcnlclasan terkait hak dan kewajibannya dalam pelaporan 

Gratifika si; 
b. rnemperoleh inlormasi pcrkcmbangan laporan Gratifikasi; dan 
c. memperoleh pcrlindungan. 

HABVT 
IIAK DAN PERLIN DUNGAN 

Pasal Is 
(1) Pejabat./Pegawai wajib rncmbuat surat pernyal aun tentang pcnolakrm, 

peuerimuan dan/ atau p~mbt::-rian Gratifikasi secara periodlk. 
(2) Surat Pernyataan dlbuat setidak-tidaknyu 2 (dua) kali dalam setahun pada akhlr 

bulan juni dan ak b ir bulan Descmbcr scuap tahun. 
(3) Surat pernyataan disampaikan kepada Bupati melalui UPC. 
(·'I) Funuulir x11r~t pcrnyata.ru1 sebagairnana dimaksud padn nynt (1) tercanturn 

dalam Lampiran yang merupakan baginn tidak terpisahkan rlrtri Peraturan 
nupati ini. 

(~) Pengawasan kepatuhan atas kewallban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakaarrakan oleh Inspektur Daerah, 



' . -r Gb;lJE PVJ;U WlNASTT~A 

DAERAII KAI \U l'A'l't-t;N KLlJNGKUNG , 

Diundangkan di Scmarapura 
pada l1;u1ggul 7 Md 2021 

Pcraturan Dupati tm mula! bcrlaku pada ta.nggal diundangkan. 
Agar sctiap orung mengetahuinya, mcmcrintahkan pengundangan Peraluran nupt.1t.i 
ini dengan pcnempatannya dalarn Herita Dacrah Kabupaten Klungkung, 

Pasal 22 

Pasal 21 
Pada saat l'eraturan 'Aupflti in! rnulai bcrlaku, Peraturan Bupat] Klungkung Nomor 13 
Tahun 2017 tentang Pengendallan Gn.\tifikasi (nerit.A Daerah Kabupaten Klungku11g 
Tahun 2017 Nomor M) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

I3AI3 IX 
Kl~Tb:N'l'UAN PENU'l'UP 

Pasal 20 

Biava yar1g diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati int dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan H<~lnnja Daerah. 

RAH VTIT 
J>BMBIAYMN 

1-'(I.S\.i.l l o 
1-'dungg~l!'i.111 yang dilaku kan oleh Pcjabat/ rc~awHi tel°!Hltlnp kctcntu.m y:-n,g 
niat.ur c.1H1~In Peraturnn Bupat: irii, ciikeuaku1 sanksi ~C.:~\rni dcngan ketentuan 
peraturun perundang-undangnn. 

BAD VII 
!'31\NKSI 

(:1) Pc:l:ikRamrnn penlleien kine1ja sebngaimann dimaksud pada ayut (1) dun nynt 
{2) dilaksanakan sesual dengan pcraturan yang mengatur pentlalan kincrja riAn 
disiplin kep~gHwBian yang berlaku. 
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